
BUPATISUKAMARA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG 

( SALINAN ] 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKAMARA, 

a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan 
jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber 
Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai 
pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; 

b. bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Retribusi Jasa Umum; 

c. bahwa memperhatikan indeks harga dan penyesuaian terhadap 
biaya operasional pengujian kendaraan bermotor, maka tarif 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi 
Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif 
retribusi dapat ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 18-20); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4318); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 531 7); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Uji Sampel Kendaraan Bermotor (Berita Negara 
Republikindonesia Tahun 2019 Nomor911); 
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16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2019 tentang 
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengujian Tipe Kendaraan 
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 517); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

I 

Pasal 1 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Sukamara. 

Diundangkan di Sukamara 
pada tanggal 12 April 2021 

SEKRETARIS-DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

ttd 

SUTRISNO 

Ditetapkan di Sukamara 
pada tanggal 12 April 2021 
BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUK.AMARA TAHUN 2021 NOMOR 9 

.. --.......... 

ai dengan aslinya 
NHUKUM, 

• 
ANTO,SH 

_ 200312 1 005 
'\ rJI ,, / 

., 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKAMARA 
NOMOR 9 TAHUN 2021 
TENTANG 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 
PENGUJIAN KENDARAAN 
BERMOTOR 

Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah : 

No. Uraian 

a . Mobil Penumpang Umum 
b. Mobil bus 
c. Mobil barang 
d . Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan 
e. Kendaraan khusus 
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Tarif 
Satuan 

(Rp.) 
145.000,- Per Kendaraan 
195.000,- Per Kendaraan 
18'5.000,- Per Kendaraan 
165.000,- Per Kendaraan 
175.000,- Per Kendaraan 

BUPATI SUKAMARA, 

ttd 

WINDU SUBAGIO 


